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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Konteks
Kesetaraan gender khususnya pengembangan karier perempuan pada Satpol PP Kabupaten Sanggau.
Permasalahan pengembangan SDM dalam Konteks Kesetaraan gender ini menarik untuk diteliti karena masalah
pengembangan SDM merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan khususnya pengembangan karier
perempuan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Belum adanya kepastian bagi
anggota TPK dijadikan PNS, Penugasan ke lapangan masih belum terjadwal dan perempuan masih jarang
ditugaskan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif.
Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori Mary Guy tentang 3 (tiga) determinan dalam pengembangan
karier perempuan yaitu kesempatan, kekuasaan, dan propors (jumlah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
kesempatan yang dimiliki perempuan untuk menjadi anggota Satpol PP masih sedikit sehingga secara otomatis
jumlah perempuan untuk menjadi anggota juga menjadi sulit untuk ditingkatkan, selain itu masih kecilnya
kemungkinan anggota TPK untu menjadi PNS masih sulit. (2) kekuasaan sudah cukup baik, hanya sgja
pembagian tugas masih belum terorganisasi dengan cukup baik, jadwal masih berdasarkan pada anggota yang
tidak terikat tugas lain. (3) jumlah atau proporsi jumlah anggota masih sangat kurang dari yang seharusnya
dimiliki oleh Satpol PP, jumlah anggota perempuan masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota
laki laki.

Kata-kata kunci : pengembangan SDM, kesetaraan gender, pengembangan karier.

Abstract

This research aims to describe the development of human resources in the context of gender equality, especially
career development of women in the Civil Police Unit of Sanggau Regency. Issues of human resource
development within the context of gender equality is interesting to examine because of such problem is a very
important thing to note in particular the career development of women. As for problems of this research are as
follows: the amsence of certainty of TPK members to become Civil Servants, Assignment to the field has not
been scheduled and women are still rarely assigned. This research used a descriptive method with a qualitative
data analysis. In the analysis, the researcher used the theory of Mary Guy on 3(three) determinants in women’s
career development, i.e. opportunity, power, and the proportion. The results showed that (1) opportunities for
women to become members of Civil Police Unit is still small so thatautomatically the number of women
becoming members is also difficult to improve; in addition it is still a small probability for TPK members to
become civil servants. (2) the power is good enough, despite the division of tasks still that is not well
organized; the schedule is still based on the member’s other duties. (3) the number or proportion of the members
is gtill fewer than it should be; the number of female members is still very small compared with that of male
members.

Keywords : development of human resources, gender equality, career development.
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A. PENDAHULUAN

Sgjarah perbedaan gender antara
laki-laki dengan perempuan terjadi melalui
proses yang sangat panjang dan dibentuk
oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial
budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi
kenegaraan. Indonesia merupakan negara
yang memiliki kebudayaan yang kaya,
banyak sekali kebudayaan yang memang
dari sgjak dahulu sudah memiliki paham
tentang pembedaan peran antara kaum
laki-laki dan perempuan dan kemudian
menjadi sebuah hal yang biasa terjadi di
berbagai aspek kehidupan bak secara
sadar maupun tidak.

Dalan setigp kegiatan dalam
kehidupan seharusnya laki-laki dan
perempuan memiliki kesempatan dan hak
yang sama daam menikmati dan
memanfaatkan sumber daya yang ada
Kesempatan kesamaan hak merupakan
bentuk kesetaraan gender yakni kesetaraan
antara laki- laki dan perempuan untuk
memanfaatkan sumberdaya yang ada
termasuk didalamnya kesempatan untuk
menjadi anggota PNS bagi anggota TPK.
Dalam suatu pengembangan karir yang
terlibat aktif dalam perjaanan Karir
seseorang adalan pengelola sumber daya
manusia dalam organisasi serta pegawal

atau orang itu sendiri. Bagian yang
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mengelola seharusnya bertugas

sepanjang
berhubungan dengan pola karir yang

menyediakan jawaban
terdapat dalam organisasi serta cara yang
tersedia untuk memenuhi pola tersebut.
Sedangkan pegawa yang bersangkutan
sendiri memberikan jawaban tentang apa
yang mungkin bisa dilakukan sehingga
mereka bisa dan layak dipertimbangkan
untuk promosi dalam rangka
mengembangkan karir mereka.

Satpol PP Kabupaten Sanggau memiliki
anggota sebanyak 89 orang, yakni 40
orang yang sudah PNS dan 49 orang masih
sebagal tenaga kontrak atau honorer. Dari
tabel diatas dapat dilihat bahwa anggota
perempuan Yyang sudah PNS hanya
berjumlah 1 orang sedangkan yang masih
merupakan Tenaga Pegawai Kontrak
(TPK) berjumlah 11 orang, data ini
didapatkan pada tahun 2015. Dari data
tersebut dapat dilihat bahwa anggota
perempuan yang PNS masih sangat sedikit
yakni hanya berjumlah 1 orang sedangkan
bagi para pekerja TPK belum ada
kepastian akan bisa dimasukan atau
dinaikan jabatannya menjadi pegawai tetap
atau PNS. Masih belum adanya kepastian
bahwa anggota TPK bisa diangkat menjadi
PNS suatu saat adalah salah satu hal yang
menjadi  penyebab rendahnya jumlah
perempuan yang menjabat sebagai PNS.
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Dari keseluruhan jumlah anggota TPK
yakni 49 orang jumlah anggota laki laki
yang tamatan SMA berjumlah 35 orang
dan yang diatas SMA berjumlah 3 orang.
Perempuan secara keseluruhan merupakan
tamatan SMA dan sudah memenuhi
standar dalam penerimaan anggota Satpol
PP. Daam anggota PNS anggota
perempuan hanya berjumlah 1 orang dan
pendidikannya adalah paket C. masalah
yang terjadi adalah belum pastinya
anggota TPK bisa dimasukan menjadi PNS
sehingga anggota PNS bisa bertambah
khususnya anggota perempuan.

Pada Satpol PP kebanyakan tugas yang
dijalankan adalah tugas lapangan itulah
mengapa jumlah laki laki lebih banyak dari
perempuan. Namun dalam hal penugasan
kerja kelapangan seharusnya tidak ada
diskriminas yang terjadi. Semua anggota
seharusnya memiliki hak yang sama untuk
memanfaatkan sumber daya yang ada.
Pada Satpol PP Kabupaten Sanggau
periha penugasan kelapangan belum ada
jadwal pasti untuk penugasan kelapangan.
Penugasan anggota yang diikut sertakan ke
lapangan adalah anggota yang tidak
sedang berada dalam tugas dan untuk
anggota perempuan masih
dipertimbangkan bila penugasan dilakukan
pada pekerjaan yang berat dan juga
pekerjaan yang dijalankan pada maam
hari. Masalah yang terjadi adalah masih
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jarangnya anggota perempuan dilibatkan
dalam penugasan.

Cara kerja dan perawakan anggota Satpol
PP laki laki ketika bertugas sering kali
menggunakan cara Yyang tegas dan
cenderung keras membuat posisi  dan
kehadiran perempuan sangat dibutuhkan
dadam penugasan. Perempuan Yyang
dipandang sebagai insan yang lebih lembut
menjadi salah satu keunggulan tersendiri
apabila perempuan diikut sertakan dalam
penugasan  meskipui - masih  harus
dilakukan penelitian lebih lanjut tentang

pendapat ini.

| dentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang

penelitan di  atas, maka dapat

ditdentifikasikan permasalahan sebagai

berikut:

1. Belum adanya kepastian bagi anggota
TPK dijadikan PNS.

2. Penugasan ke lapangan masih belum
terjadwal dan perempuan masih jarang
ditugaskan.

Fokus Penedlitian
Fokus penedlitian diperlukan agar
penelitian yang dilakukan baik dalam
pencarian data-data lapangan maupun
dadam mengandisis data lapangan yang
telah terkumpul tersebut memiliki arah
yang jelas, sehingga peneliti tidak
menyimpang dalam mencari  jalan
3
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pemecahannya. Berdasarkan latar belakang
yang sudah diuraikan yakni bahwa jumlah
anggota Satpol PP perempuan masih
sedikit dan belum ada satupun perempuan
yang menjabat di Satpol PP Kabupaten
Sanggau. Oleh sebab itu peneliti tertarik
untuk meneliti masalah yang terjadi.
difokuskan pada
pengembangan Kkarir perempuan pada
Satpol PP Kabupaten Sanggau.

Pendlitian ini

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah
peneliti kemukakan sebelumnya, sehingga
dirumuskan masalah sebagai berikut:
”Bagaimana pengembangan Karir
perempuan pada Satuan Polis Pamong
Praja Kabupaten Sanggau ?”.

Tujuan Pendlitian

Tujuan dari penelitian ini adalah
ingin mendeskripsikan serta menganalisis
pengembangan karir perempuan pada
Satpol PP Kabupaten Sanggaul.

Manfaat Pendlitian

Manfaat Teoritis

1. Penditian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran,
pengetahuan, dan pengalaman serta
bahan dalam peneragpan ilmu metode
penelitian khususnya pada bidang

pengembangan karir perempuan.
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2. Pendlitian ini diharapkan bisa menjadi
acuan atau bahan referensi bagi peneliti
lain yang juga meneliti masalah yang
sama meski pada waktu dan tempat
yang berbeda khususnya masalah
mengenai kesetaraan gender dalam

pengembangan karir perempuan.

Manfaat Praktis
Hasi| penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan masukan bagi:

1. Bagi penditi, sebagai bahan untuk
melatih  berfikir dan sarana daam
mempelgari permasalahan yang terjadi
yaitu tentang pengembangan sumber
daya manusia khususnya
pengembangan karir perempuan.

2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat
dijadikan sebagal bahan masukan bagi
pemerintah sedangkan bagi masyarakat
adalah dengan dilakukannya penelitian
ini dapat dijadikan bahan masukan dan
pengetahuan mengenal pengembangan
sumber daya manusia khususnya

pengembangan karir perempuan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Gouzali (dalam Kadarisman 2012:

5) mengemukakan “Pengembangan SDM
(Sumber Daya Manusia), merupakan
kegiatan yang harus dilakukan organisas,
(knowledge),
4

agar pengetahuan



PublikA, Jurnal S1 llmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016

kemampuan (ability), dan keterampilan
(skill) mereka sesuai dengan tuntutan
pekerjaan yang mereka lakukan.

Senada
pengembangan SDM di atas, Hariandja
(dalam Kadarisman 2012: 8)

mengemukakan dengan istilah “pelatihan

dengan uraian tentang

dan pengembangan pegawai” yaitu sebagai
berikut “Pelatihan dan pengembangan
merupakan satu kesatuan dan dapat
didefinisikan sebagai usaha yang terencana
dari organisas  untuk  meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan pegawai. Tetapi pelatihan dan
pengembangan secara konseptual dapat
juga mengubah sifat pegawai terhadap
pekerjaan. Hal ini disebabkan pemahaman
pegawai terhadap pekerjaannya juga
berubah, karena sikap seseorang memiliki
elemen-elemen kognitif yaitu keyakinan
dan pengetahuan seseorang terhadap suatu
objek tersebut sebagai akibat dari
pengetahuan dan keyakinannya, dan
kecenderungan tindakan terhadap objek
tersebut, sehingga pengetahuan yang
diperoleh akan dapat mengubah sikap
seseorang. Akan tetapi, pelatihan dapat
juga dilakukan secara khusus untuk
mengubah sikap pegawai dalam upaya
meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja
bilamana dibutuhkan.”

Berdasarkan uraian tersebut, yang
perlu diberikan analisis lebih dalam adalah

bahwa organisasi yang berkualitas selalu
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berupaya  menciptakan peningkatan

pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan pegawa atau meningkatkan
jenjang Kkarier yang sesua dengan
kapasitas, kualitas, dan dedikasi pegawai
demi kontribusi dan prestasi kerja yang
prima. Lebih lanjut Saydam (1996:502)
mengatakan pengembangan Sumber Daya
Manusia meliputi:

1. Pengembangan sumber daya manusia

melalui pelatihan.

Pelatihan merupakan usaha untuk
menghilangkan terjadinya kesenjangan
atau gap antara unsur-unsur yang
dimiliki oleh seorang pegawa dengan
unsur-unsur yang dikehendaki
organisasi. Usaha tersebut dilakukan
melalui peningkatan kemampuan kerja
yang dimiliki pegawa dengan cara
menambah pengetahuan dan

Melalui

pendidikan dan latihan ada tiga pokok

keterampilan. kegiatan
yang ingin diperolen dari seorang
pegawai yaitu adanya peningkatan
keterampilan, peningkatan pengetahuan,
adanya perubahan perilaku/sikap.

2. Pengembangan sumber daya manusia
melalui Built In Training (BIT)

Built In Training (BIT) atau
pelatihan melekat merupakan pelatihan
yang berkesinambungan dan melekat
dengan tugas setiap atasan, yaitu untuk
meningkatkan kemampuan pegawai

daam melaksanakan tugas sesual
5



PublikA, Jurnal S1 llmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016

dengan standar uraian pekerjaan yang
sudah ditetapkan sebelumnya. Pelatihan
Built In Training (BIT) ini merupaka
pelatihan dalam rangka pengembangan
pegawai yang dilaksanakan di unit
kerja. Pelatihan ini ditunjukan untuk
melakukan penghematan biaya dan
waktu, karena masing-masing unit kerja
bisa mengatur waktu penyelenggaraan
pel atihan tersebut.
. Pengembangan sumber daya manusia
melalui penugasan

Pengembangan  sumber  daya
manusia melalu  penugasan adalah
melakukan fungs  yang diperlukan
sambil meminimalkan beban
administrasi dan biaya bagi organisasi.
Organisasi yang fleksibel  berusaha
meringankan, mengoptimalkan  atau
bahkan mengurangi biaya untuk
melakukan efisiensi mengikutsertakan
pegawai dalam pelatihan dan kursus-
kursus dan peningkatan pendelegasian
tugas-tugas kepada pegawa sebagai
bentuk pengembangan karier pegawali.
Pengambangan sumber daya manusia
melalui penugasan juga dimaksudkan
untuk pemberdayaan inisiatif pegawai,
khususnya pegawai yang sudah pernah
mengikuti  pelatihan, bimtek dan
lainnya, agar materi yang sudah pernah
diterima pegawa selama mengikuti

pel atihan dapat diaplikasikan.
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4. Pengembangan sumber daya manusia

melalui promosi dan mutasi

Agar pegawai daam suatu
organisas  dapat bekerja  secara
maksimal, dan tidak membulkan
kgenuhan bagi pegawai  dalam
melaksanakan pengerjaan, maka perlu
adanya pengembangan karier yang
meliputi: promosi dan mutasi. Promos
merupakan peminadahan yang
memperbear wewenang dan
responsibility pegawai kejabatan lebih
tinggi diddam suatu organisas,
sehingga kewagjiban, hak status dan
pengahasilan semakin besar. Dengan
adanya promosi berarti ada kepercayaan
dan pengakuan untuk menduduki
jabatan lebih  tinggi. Bentuk lain
pengembangan sumber daya manusia
adalah mutasi. Mutas tidak terlepas
daria alasan untuk mengurangi rasa
bosan pegawal kepada pekerjaan serta
meningkatakan motivas dan semangat
kerja pegawai, selan itu untuk
memenuhi keinginan pegawai sesuai
dengan minat dan bidang tugasnya
masing-masing. Dimana dalam kegiatan
pelaksanaan mutasi kerja sering disalah
tafsirkan orang yaitu sebagai hukuman
jabatan atau didasarkan atas hubungan

baik antara atasan dengan bawahan.

. Pengembangan sumber daya manusia

melalui pengembangan karier
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karier adalah

nilai-nilai, skap, dan

Pengembbangan
perubahan
motivasi yang terjadi pada seseorang,
karena dengan
penambahan/peningkatan usianya akan
semakin matang.

Saydam (dalam Kadarisman 2012: 341)
mengemukakan bahwa pengembangan
karier seorang karyawan bekerja dalam
suatu perusahaan/ organisasi tidak hanya
ingin memperoleh apa yang dipunyainya
hari ini, tetapi juga mengharapkan ada
perubahan, kemagjuan, kesempatan, yang
diberikan kepadanya untuk maju ketingkat
yang lebih tinggi dan lebih baik. Setiap
orang akan merasa bosan bekerja pada
ia seldu
mengharapkan aka nada perubahan dan

tempat yang itu s3ga,

jaminan bahwa ia dari waktu ke waktu
mendapat pengakuan yang lebih besar dari
organisas atau lingkungan kerjanya

Cara memahami  hambatan karier
perempuan di birokrasi dari dimensi yang
berbeda dikemukakan Mary Guy (1993).
Guy menyebutkan tiga faktor determinan
dalam pengembangan karier perempuan di
organisas  publik  yakni  kesempatan,
kekuasaan, dan jumlah (proporsi). Tinggi
rendahnya kesempatan, besar kecilnya
kekuassan dan jumlah  perwakilan
(representasi) akan berpengaruh terhadap
administrass negara dan implementas
program.

(http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/wpcon
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tent/upl oads/sites/10/2011/06/Feminis-
perspektif2-revisi .pdf).
Kanter (daam Guy, 1993) menyatakan

bahwa Kesempatan berhubungan erat
dengan  pengharapan dan  prospek
mengalami mobilitas dan pertumbuhan.
Mereka yang mempunya kesempatan
tinggl cenderung memiliki aspirasi yang
tinggi, lebih tertarik dengan orang
berkuasa, kompetitif, dan mempunyai
komitmen tinggi pada organisasi dan
kariernya. Kanter juga mengemukakan
pendapat tentang kekuasaan = yang
dirumuskannya sebagai kapasitas untuk
memobilisas sumber daya. Orang dengan
kekuasaan  organisasi yang rendah
cenderung memiliki moril kelompok yang
rendah, berperilaku otoriter, dan suka
pendekatan

(coercive) daripada persuasif. Mereka suka

menggunakan paksaan
melakukan fungsi - kontrol dan suka
mengkritik. Faktor ketiga ~ yang
dikemukakan Kanter disebut sebagal
proporsi. Konsep ini berhubungan dengan
komposisi orang-orang yang berada dalam
situas sama. Ini menyangkut jumlah atau
banyaknya orang yang mempunyai tipe
sama. Orang Yyang jenisnya berjumlah
sedikit akan lebih mudah kelihatan atau
dikenali. Nugroho (2008: 2)
mengungkapkan bahwa istilah gender
pertama kali diperkenalkan oleh Robert
Stoller untuk memisahkan pencirian
manusia yang didasarkan pendefinisian

7
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yang bersifat sosiad budaya dengan
pendefinisian yang berasal dari ciri fisik
biologis.

Nugroho (2008: 29), ditulis bahwa
kesetaraan dan keadilan gender ditandai
dengan tidak adanya diskriminasi antara
perempuan dan laki-laki dengan demikian
antara perempuan dan laki-laki memiliki
akses, kesempatan berpartisipasi, dan
kontrol atlas pembangunan  serta
memperoleh manfaat yang setara dan adil
dari pembangunan. Teori yang digunakan
dalam penélitian ini adalah teori Mary Guy
(1993), tiga faktor dalam pengembangan
karier perempuan pada organisas publik
yakni kesempatan, kekuasaan dan jumlah
(proporsi). Hasil  penelitian  yang
diharapkan adalah untuk mengetahui
bagaimana penguatan kesetaraangender
yang terjadi pada Satuan Polis Pamong
Prgga Kabupaten Sanggau. Untuk lebih
jelasnya penulis menggambarkan kerangka
pikir penelitiannya sebagai berikut:

Berikut merupakan Alur pikir

penelitian:
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Landasan Hukum :
Inpres No 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional

v

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam
Konteks Kesetaraan Gender Pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau

v
v v
Mary Guy (1993),
tiga faktor dalam
Belum  adanya pengembangan
kepastian ~ bagi Karier perempuan
anggota TPK pada organisas

dijadikan PNS.
Penugasan ke
lapangan masih

publik yakni :

1. Kesempatan

belum terjadwal 2. Kekuasaan
dan perempuan 3. Jumlah
masih  jarang (proporsi)
ditugaskan.

v

Pengembangan karier perempuan di Satuan
Polisi Pamong Pragja Kabupaten Sanggau
menjadi optimal.

C. METODEPENELITIAN

Jenis penditian yang digunakan
daam penelitian ini adalah deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
ini diawali dengan mengaukan outline
atas permasalahan yang akan diteliti.
Selanjutnya setelah outline diterima
dilanjutkan dengan penyusunan proposal
penelitian dan dibimbing oleh dosen
pembimbing yang telah ditunjuk dan



PublikA, Jurnal S1 llmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016

disetujui olen fakultas. Penyusunan
proposal ini dibuat untuk mendeskripsikan
|atar belakang permasalahan,
mengidentifikasi permasal ahan,
menentukan teori, membuat perencanaan
langkah penelitian serta menentukan
metodologi penelitian.Penelitian  ini
dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong
Prga Kabupaten Sanggau. Objek dari
penelitian ini adalah pengembangan karir
perempuan pada Satpol PP Kabupaten
Sanggau. Subjek dari penelitian ini adalah
Kasi Pemeriksaan dan Penyidikan, Kasi
Pengembangan Kapasitas, Pegawai atau
anggota Satpol PP, serta Masyarakat
sebanyak dua orang bak itu laki laki
maupun perempuan. Informan tersebut
dipilih sebagai subjek penelitian karena
dianggap mengetahui informasi dan data
yang valid mengenai pengembangan karir
perempuan pada Satpol PP Kabupaten
Sanggau.

Teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh penulis adalah teknik
observas yaitu dengan cara mengamati
langsung ke lokasi penelitian, wawancara
yaitu dengan melakukan sesi tanya jawab
kepada informan, dan dokumen yakni data
berupa surat menyurat, foto dan bahan
statistic  yang
permasalahan yang hendak diteliti.

berhubungan  dengan

Instrument dalam penelitian ini
adalah pendliti sendiri yang juga dibantu

dengan pedoman wawancara berupa daftar
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pertanyaan yang telah peneliti susun secara
sistematis, pedoman observasi berupa
daftar check list untuk mengamati secara
langsung ke lapangan dan pedoman
dokumentasi berupa gambar, tulisan atau
karya monumental .

Miles dan Huberman (dalam
Sugiyono, 2011: 91) mengemukakan
bahwa aktifitas analisis data kualitatif
dilakukan secara  interaktif dan
berlangsung secara terus menerus pada
setigp tahapan pendlitian sehingga sampai
tuntas, dan datanya sampa  jenuh.
Aktivitas dalam analisis data antara lain
yaitu reduksi data yakni merangkum dan
memilih hal pokok serta memfokuskan
pada ha yang penting, setelah direduksi
maka akan dilakukan display data yakni
menygjikan data berupa data teks yang
bersifat naratif, selanjutnya yang terakhir
yaitu dilakukannya verifikasi data yaitu
menarik kesimpulan atau verifikasi.

Teknikkeabsahan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik triangulasi. Trianggulas adalah
teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar
data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebaga pembanding data tersebut
(Moleong, 2007: 178). Triangulasi dalam
pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber
dengan berbagai cara, dengan berbagai
demikian

waktu,  dengan terdapat
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trianggulas sumber, trianggulasi teknik
pengumpulan data dan trianggulasi waktu
(Sugiyono, 2011 369). Triangulasi sumber
untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber. Dari
sumber yang didapat tersebut maka
informasi dan data yang diperoleh
dideskripsikan (Sugiyono, 2011: 370),
Trianggulasi  teknik  dilakukan untuk
menguji kredibilitas data dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama
namun dengan teknik yang berbeda.
Misanya, data yang diperoleh ketika
wawancara di cek kredibelitasnya melalui
observas serta dokumentasi. Triangulasi
waktu dilakukan dengan cara melakukan
pengumpulan data dengan teknik yang
sama Yyaitu wawancara, observas, dan
teknik lain pada waktu yang berbeda. Hal
ini dilakukan karena data yang didapat
pada pagi hari ketika wawancara disaat
narasumber mash segar bisa jadi
menghasilkan informasi yang berbeda
ketika wawancara dilakukan pada siang
hari ketika narasumber sudah lelah dan
banyak masalah. Apa bila data yang
didapat memang berbeda maka akan
dilakukan dengan berulang-ulang hingga
data yang pasti ditemukan (Sugiyono,
2011: 371). Berdasarkan penjelasan ketiga
teknik diatas, peneliti memilih
menggunakan triangulasi sumber dan

teknik, yakni  dengan  melakukan
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pengecekan ulang data yang diperoleh
melalui beberapa sumber. Sumber yang
dimaksud adalah orang yang mengetahui
dengan pasti informasi mengenal masalah
yang hendak diteliti. Untuk tringulasi
teknik  maka melakukan
pengecekan ulang data yang diperoleh dari

penulis

sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda.

D. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Kesempatan

Salah satu bentuk Pemberdayaan
Kesetaraan Gender adalah dengan adanya
kesama rataan antara laki-laki dan
perempuan untuk mengembangkan karier
mereka khususnya pada Satpol PP
Kabupaten Sanggau. Segala hal yang
menyangkut masalah kesetaraan gender
tentu sga selau menjadi masalah yang
harus segera di benahi dan di evaluas
sehingga masalah yang berdampak buruk
dan menimbulkan Kketidak adilan tidak
akan berkembang menjadi lebih besar.
Kesetaraan gender yang harus diperkuat
atau diberdayakan dalam hal ini adalah
posisi perempuan Yyakni pengembangan
karier perempuan pada Satpol PP
Kabupaten Sanggau yang akan menjadi
sdah satu permasalahan yang harus

diperhatikan. Untuk melihat bagaimana
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bentuk pengembangan SDM  dalam
konteks kesetaraan gender Kkhususnya
pengembangan karier perempuan pada
Satpol PP Kabupaten Sanggau, pendliti
menggunakan teori Mary Guy (1993), tiga
faktor dalam

perempuan pada organisasi publik yakni

pengembangan  karier

Kesempatan, Kekuasaan, dan Proporsi atau
Jumlah. Dari ketiga aspek tersebut peneliti
akan melihat
pengembangan Karier perempuan yang
terjadi pada Satpol PP Kabupaten
Sanggau.

bagai manakah

Kesempatan dapat kita pahami sebagai
situasi dan kondis yang ada pada setiap
orang atau individu. Situas dan kondisi
tersebut memungkinkan seseorang bisa
berbuat atau melakukan suatu kegiatan
tertentu dalam kehidupan.

Pemberdayaan kesetaraan gender
merupakan hal yang sangat penting,
termasuk didalamnya adalah tentang
pengembangan karir perempuan dalam
suatu organisasi atau lembaga.
Kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat
juga seharusnya bisa terbuka untuk
menjadi anggota Satpol PP. Setigp anggota
seharusnya bisa memiliki kesempatan, hak,
serta tanggung jawab yang sama dalam
menjalani tugas mereka sebaga Satpol PP.
Berdasarkan pendapat Kasi Pengembangan
Kapasitas, mengenai jumlah penerimaan
anggota belum ada ketentuan secara resmi
laki-laki

tentang  jumlah maupun
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perempuan. Semua mendapat kesempatan
yang sama hanya untuk kegiatan
dilapangan perempuan lebih
dipertimbangkan  bila  pekerjaan di
lapangan tetapi bukan berarti perempuan
tidak di libatkan kelapangan, perempuan
tetap berperan dalam kegiatan lapangan
tergantung apakah mereka terpilih atau
tidak oleh Kasi yang bertanggung jawab.
penerimaan anggota Satpol PP mash
dengan cara pemindahan dari instansi lain.
Adanya pengembangan dari anggota biasa
menjadi PNS masih merupakan masalah
lamanya bekerja. Penerimaan anggota baru
pada Satpol PP masih belum dilakukan
secara terbuka kepada masyarakat luas.
Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan oleh pendliti pun dapat dilihat
bahwa memang perempuan di Satpol PP
Kabupaten Sanggau masih sedikit. Belum
pernah diadakannya penerimaan langsung,
dokumen yang ada pun menunjukan
bahwa belum pernah dilakukannya
penerimaan secara langsung anggota baru
oleh Satpol PP, anggota baru merupakan
hasil transfer dari instansi lain sehingga
tidak bisa di tentukan sendiri berapa
jumlah perempuan maupun laki-laki yang
hendak diterima.  Satpol PP setelah
menerima transfer dari instansi lain dalam
penerimaan anggota baru hanya bertugas
melakukan Semapta atau yang disebut

pengkaderan atau melakukan pendidikan
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untuk anggota yang baru diterima di
Satpol PP.
Berdasarkan hasl wawancara dapat
dismpulkan bahwa daam menduduki
jabatan pada Satpol PP memang harus
mendapatkan pelatihan Khusus. Pelatihan
tersebut didapat setelah berstatus menjadi
PNS, setelah menjabat menjadi PNS baru
seorang Satpol PP bisa menjabat.
Berdasarkan wawancara tersebut di
dukung oleh dokumen sekunder yang di
dapat dari daftar urut kepangkatan PNS
dilingkungan Kabupaten Sanggau, Instansi
Satpol PP Kabuten Sanggau tahun 2016
bahwa setigp anggota PNS akan diberi
latihan jabatan berupa Kursus, Diklat,
Binsar, dan Bimtek, yang kemudian
diharapkan dapat mendukung pekerjaan
dan tugas mereka.
Berdasarkan  hasil wawancara dan
observas serta didukung oleh dokumentas
yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
daam penerimaan anggota baru masih
sebatas transfer dari instans lain  dan
belum adanya kepastian bagi TPK untuk
berkesempatan menjadi anggota PNS.
Anggota PNS akan diberi pelatihan supaya
bisa menjabat dan mereka bisa
mendapatkan pelatihan dalam menjalani
pekerjaan supaya lebih baik.

Kekuasaan
K ekuasaan merupakan kewenangan
yang didapat oleh seseorang atau
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kelompok untuk mempengaruhi tingkah
laku orang atau kelompok lain. Kekuasaan
sangat berpengaruh bagi Suatu
perkembangan organisasi termasuk
didalamnya perkembangan karir pegawai.
Ketika suatu kekuasaan yang tidak
berpihak pada kita maka mana mungkin
kita bisa berbuat banyak. Kekuasan
menjadi hal yang sangat penting dalam
organisasi. Cara pemimpin melakukan
kepemimpinan nya termasuk bagaimana
menggunakan kekuasaan yang dimiliki
sangat menentukan arah perkembangan
organisasi beserta isinya. Bagaimana
pemimpin menggunakan kekuasaan juga
sdah satu faktor yang

menentukan bagaimana pengembangan

menj adi

karir anggota atau karyawan termasuk
didalamnya anggota perempuan. . Anggota
yang dipilih mengikuti program biasanya
adal ah anggota yang dipercaya ol eh atasan.
Pegawai yang ditunjuk turun lapangan
yang lebih berpeluang mendapatkan
banyak hal dari program tersebut termasuk
didalamnya pengalaman yang begitu
penting. daam ha kekuasaan Kas
Penyidikan sudah bak, tidak ada
pembedaan antara perempuan dan laki-laki
daam ha penugasan. Anggota yang
ditugaskan adalah mereka yang tidak
terikat tugas lain. Penugasan dilakukan
berdasarkan jadwal piket dan perempuan
pun sering diikutsertakan hanya sga
jumlah anggota perempuan memang
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sedikit  jadi

perempuan

terlihat seperti  jarang
diikutsertakan, serta
pertimbangan jenis dan waktu kerja dalam
penugasan perempuan. Kasi Penyidik
berhak melakukan penugasan termasuk
anggota yang akan turun untuk melakukan
kegiatan tersebut. Yang diikut sertakan
tentu bukan semua anggota melainkan
beberapa sesuai kebutuhan, dan yang
memilih pun Kas tersebut. Yang tidak
terpilih pun tetap tinggal dan melakukan
tugas dikantor seperti biasa Kasi
Penyidikan juga mengatakan bahwa ,
memang yang bertanggung jawab penuh
untuk melakukan kegiatan lapangan seperti
pekat, patroli dan sebagainya itu adalah
Kas Penyidik. Kas Penyidik berhak
melakukan penugasan termasuk anggota
yang akan turun untuk melakukan kegiatan
tersebut. Yang diikut sertakan tentu bukan
semua anggota melainkan beberapa sesual
kebutuhan, dan yang memilih pun Kas
tersebut. Yang tidak terpilih pun tetap
tingga dan melakukan tugas dikantor
seperti  biasa. Berdasarkan wawancara
dengan pegawai, dapat dilihat bahwa
sesungguhnya setiap anggota sangat ingin
bila diri mereka dipilih untuk mengikuti
setiap bentuk kegiatan sekalipun kegiatan
dilapangan dan dilaksanakan hingga larut
malam tak perduli bahkan ketika sedang
turun hujan. Mereka hanya ingin
menjalankan tugas mereka namun tentu

sga mereka hanya bhisa pasrah apakah
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mereka akan dipilih atau tidak oleh Kasi
Penyidik yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan tugas lapangan. selaras
dengan hasil observas atau pengamatan
peneliti  dilapangan mengenai jadwal
anggota yang bertugas dilapangan ketika
ada penugasan, anggota yang ditugaskan
ikut serta dalam kegiatan lapangan belum
ada jadwal pasti yang dibuat. Ketika
adanya surat perintah untuk melakukan
tugas lapangan dari atasan, Kas Penyidik
yang memiliki wewenang penuh untuk
memilih anggota yang akan ikut serta
dalam penugasan. Anggota yang diikut
sertakan adalah anggota yang tidak terikat
tugas lain seperti misalnya piket. Tidak
ada penentuan bagi perempuan harus
diikutkan atau tidak semua tergantung dari
keputusan Kasi Penyidik yang
menugaskan dan biasanya perempuan
memang  jarang  ditugaskan karena
mengingat anggota perempuan yang
memang sedikit dan juga karena
perempuan bila akan ditugaskan harus
dengan pertimbangan tertentu misanya
dengan pertimbangan jam atau waktu kerja
yang biasa dilakukan malam hari dan
bentuk pekerjaan yang berat. Dari
wawancara dan observas serta didukung
oleh dokumen yang ada maka dapat
dismpulkan bahwa daam penugasan
untuk melakukan tugas lapangan dilakukan
oleh Kas Penyidik setelah mendapat

perintah dari atasan dan kemudian anggota
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yang ikut serta ditentukan dan dipilih oleh
Kas Penyidik karena belum adanya jadwal
tertulis yang mengatur tentang anggota
yang akan mengikuti tugas.

Proporsi

Proporsi adalah suatu
kessimbangan antara objek yang satu
dengan objek yang lain yang menjadi dasar
atau acuan. Suatu keseimbangan dalam
suatu lembaga jumlah atau propors
anggota sangat penting bagi perkembangan
organisasi. Jumlah penerimaan anggota
baru di Satpol PP tergantung keperluan.
Proporsi jumlah anggota adalah hal yang
penting. Dalam hal ini adalah seimbangnya
jumlah anggota dengan tugas yang harus
dijalankan. Jumlah anggota Satpol PP
dalam hal ini mash kurang khususnya
anggota perempuannya. Seharusnya ada
suatu keseimbangan jumlah dan hak bagi
laki  laki dan
mendapatkan posisi ataupun jabatan pada
Satpol PP Kabupaten Sanggau. Dari hasil

wawancara dengan Kasi Pengembangan

perempuan  untuk

Kapasitas dapat disimpulkan bahwa untuk
penerimaan anggota baru pihak Satpol PP
hanya terima bersih calon sesual jumlah
yang mereka butuhkan. Mereka belum
pernah menyelenggarakan  penerimaan
terbuka dan langsung seperti penerimaan
polis: misalnya. Mereka hanya mendapati
anggota baru sudah ada dan merupakan

hasil transfer dari instansi lain yang
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ditransfer ke Satpol PP ketika mereka
membutuhkan anggota baru. Penerimaan
itu juga tidak ditentukan berapa laki-laki
dan berapa banyak perempuan, namun
pada kenyataanya anggota perempuan
memang jumlahnya masih sangat sedikit
terutama yang merupakan anggota PNS.
Penerimaan masih bersifat tertutup bagi
masyarakat banyak. Penerimaan anggota
baru yang seperti itu masih belum
memenuhi standar karena masih belum
dilakukannya seleksi sesual persyaratan
untuk menjadi anggota Satpol PP sesual
peraturan. penerimaan jumlah anggota
perempuan tidak ada dibatasi, hanya sgja
mungkin masih kurang peminat atau
mungkin karena Satpol PP banyak
bertugas  dilapangan sehingga anggota
yang dibutuhkan lebih banyak laki-laki
dibanding perempuan. Selain itu ha
tersebut terjadi dikarenakan kondisi tugas
yang dilakukan pada malam hari dan
sangat  tidak
perempuan yang ditugaskan. Ha ini

memungkinkan  bila

membuat Satpol PP lebih mengutamakan
pembagian tugas bagi perempuan lebih
kepada bidang administrasi di setigp Kasi
dan kegiatan dilakukan sehingga semuanya
tetap melibatkan perempuan meskipun
lebih terbatas penugasannya mengingat
administrass bias dilakukan di kantor.
Selain itu adasan mengapa perempuan

ditugaskan karena perempuan masih
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sangat  dipertimbangkan bila harus
bertugas diluar ruangan pada malam hari.
Berdasarkan observas yang dilakukan
peneliti juga memang dapat dilihat jelas
bahwa perempuan sangat sedikit dibanding
laki-laki. Selain itu jumlah keseluruhan
pun masih kurang dari yang seharusnya
dibutuhkan di dalam menjalankan tugas.
Pada dokumen yang didapat peneliti pun
melihat bahwa kesenjangan antara jumlah
anggota perempuan sangat  rendah
dibanding laki-laki padaha perempuan
pun bisa memiliki peran yang sangat
penting dalam melakukan tugas sebagai
Satpol PP.

Berdasarkan data dokumen yang didapat
dari Satpol PP Kabupaten Sanggau yakni
Dokumen Rancangan strategis Satpol PP
Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
menuliskan bahwa anggota Satpol PP
keseluruhan berjumlah 89 orang, yakni 40
orang yang sudah PNS dan 49 orang masih
sebagai tenaga kontrak atau honorer. Dari
jumlah tersebut dituliskan bahwa anggota
perempuan yang sudah PNS hanya
berjumlah 1 orang sedangkan yang masih
merupakan Tenaga Pegawai Kontrak
(TPK) berjumlah 11 orang. Jadi anggota
perempuan keseluruhan adalah 12 orang
dari jumlah keseluruhan 89 orang.
Berdasarkan  hasil wawancara dan
observas serta dokumentasi  dapat
dismpulkan bahwa jumlah anggota

perempuan memang sangat  sedikit
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terutama yang PNS hanya 1 orang dan
TPK 11 orang. Rendahnya jumlah anggota
tentu berpengaruh kepada pekerjaan
perempuan yang cenderung akan lebih
tergantung kepada laki laki dengan jumlah
lebih banyak.

E. KESIMPULAN

1. Aspek Kesempatan
Masalah yang ada adalah kesempatan
yang dimiliki masyarakat masih sedikit,
mengingat belum adanya penerimaan
langsung yang terbuka bagi masyarkat
banyak untuk menjadi anggota Satpol
PP. Penerimaan anggota baru masih
dilakukan dengan transfer dari instansi
lain. Selain itu anggota TPK atau tenaga
kontrak belum ada ketentuan khusus
yang menjelaskan bahwa mereka pasti
diangkat menjadi PNS dan hal tersebut
juga yang membuat kesempatan bagi
perempuan untuk pengembangan Kkarir
menjadi semakin sedikit karena anggota
perempuan yang sudah PNS sangat
sedikit dibanding anggota TPK atau
tenaga kontrak. Anggota PNS diberikan
latihan jabatan agar mereka bisa lebih
maju dan berkembang dalam pekerjaan
dan karir mereka.
2. Aspek Kekuasaan
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Aspek kekuasaan tentu sga sangat
mempengaruhi  bagaimana perempuan
dapat mengembangkan karir mereka di
Satpol PP. Kekuasaan masih dijalankan
dengan baik, dapat dilihat ketika
penugasan anggota untuk kegiatan Kasi
menugaskan anggota sesual jadwal
anggota. Anggota yang tidak terikat
tugas lain akan diikut sertakan dalam
tugas bak itu laki-laki ataupun
perempuan sedangkan yang sedang
bertugas tidak bisa diikutsertakan dalam
tugas. Dalam penentuan anggota yang
akan ditugaskan ke lapangan dipilih
langsung oleh Kasi Penyidik dan belum
adanya jadwal penugasan anggota yang
dibuat.

. Aspek Proporsi / Jumlah

Jumlah anggota Satpol PP masih sangat
minim bila dibandingkan dengan tugas
yang banyak dilakukan dilapangan.
Anggota perempuan yang PNS hanya
berjumlah 1 orang, dan sisanya masih
merupakan tenaga kontrak. Jika
dibandingkan dengan laki-laki tentu
jumlah perempuan yang sudah PNS
masih sangat rendah sehingga peluang
untuk menjabat pun menjadi Kecil.
Belum adanya ketentuan tenaga TPK
atau kontrak akan diangkat menjadi
PNS membuat sulitnya bagi anggota
TPK Khususnya perempuan untuk

mengembangkan karier mereka.
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F. SARAN

1. Aspek Kesempatan

Untuk aspek kesempatan di Satpol PP
Kabupaten Sanggau masalah yang
terjadi adalah masih belum adanya
penerimaan langsung oleh pihak Satpol
PP bagi masyarakat luas sehingga
penerimaan anggota hanya dari hasil
transfer dari instans lain, untuk itu
perlu adanya keterbukaan dalam
penerimaan anggota baru, selain itu
perlu adanya sosidisas tentang
penerimaan anggota sehingga semua
lapisan masyarakat bisa mengetahui
infformasi  penerimaan  dan  semua
masyarakat bisa diberikan kesempatan
yang sama rata dalam memanfaatan
kesempatan  tersebut.  Penyediaan
informasi  bagi masyarakat tentang
Satpol PP juga sangat penting sehingga
masyarakat lebih mengetahui tentang
Satpol PP termasuk tentang Penerimaan

anggota baru.

. Aspek Kekuasaan

Perlu dibuatnya jadwal secara pasti
untuk pembagian penugasan anggota
yang akan turun ke lapangan, karena
bila penugasan dilakukan dengan cara
pembagian tugas secara merata baik |aki
laki maupun perempuan, setigp anggota
diberi kesempatan yang sama rata
Pembuatan kelompok atau pun jadwal

saat akan dilakukan tugas sehingga
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setigp anggota dapat terlibat semua dan
tidak menimbulkan kecemburuan sosial
alangkah baiknya jika perempuan juga
terlibat dilapangan sehingga tidak
adanya pembedaan antara perempuan
dan laki laki dalam penugasan hanya
sgja perempuan bekerja pada porsi yang
sesuai dengan bidang dan kemampuan

mereka.

3. Aspek Proporsi/ Jumlah
Masalah yang terjadi pada aspek jumlah
adalah masih kurangnya jumlah anggota
secara keseluruhan dibanding yang
semestinya, anggota perempuan masih
sangat rendah dibanding anggota laki-
laki. Berdasarkan masalah tersebut
maka perlu adanya penambahan jumlah
anggota sehingga setiap tugas bisa
dijalankan dengan bak. Selain itu
alangkah
perempuan dijadikan sebagai perhatian

baiknya  bila  jumlah

utama yang harus ditambah mengingat
jumlah anggota perempuan di Satpol PP
Kabupaten Sanggau masih sangat
sedikit. Penambahan jumlah tersebut
bisa dilakukan secara terbuka ke
masyarakat sehingga peminat yang ada
yang selama ini kurang mengetahui
bagaimana cara berpartisipass bisa
menemukan cara mereka  untuk
berpartisipasi dalam penerimaan
anggota baru sebagai Satpol PP. jumlah

anggota Satpol PP yang perempuan
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harus ditingkatkan lagi karena meski
bagaimanapun perempuan akan tetap
dibutuhkan dalam menjalankan tugas.
Perempuan yang biasanya bertutur
bahasa lebih lembut dibanding laki-laki
meskipun tidak semua, akan sangat
dibutunkan untuk menjalani tugas
lapangan seperti  ketika melakukan
Pekat, Penertiban PKL, dan penertiban
disekolah dan tempat umum lainnya,
hal tersebut bisa membuat pekerjaan
menjadi jauh Iebih mudah.
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